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Abstract Informasi Artikel:

Urban development in Unaaha District shows an increasing trend of residential
expansion, which may not fully align with the designated Detailed Spatial Plan (RDTR).
This study evaluates land-use conformity to the RDTR using a Geographic Information | Received 06/11/2025
System (GIS)-based spatial approach. A descriptive qualitative design was applied,
supported by overlay analysis integrating the RDTR map, existing land-use/base map, | Revised 15/11/2025
and Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) map. The findings indicate measurable
residential growth: in 2014, residential land covered 1,474 ha (37.75%), increasing in
2018 to 2,003 ha (39.23%), equivalent to a net increase of 529 ha. The overlay results
reveal key non-conformity patterns concentrated in the urban-agricultural transition
zones at the district periphery, where actual land use increasingly shifts toward
settlements and other uses that diverge from planned functions. The study also
highlights pressure and conversion signals within protected agricultural areas. The
LP2B database records land conversion of 10.8 ha (2%) within LP2B and 14.3 ha
(14.20% ) within LCP2B, while the spatial interpretation identifies a broader LP2B area
potentially converted/under pressure totaling 94.4304 ha. These results emphasize the
need to strengthen land-use control, integrate LP2B protection into RDTR
implementation, and enhance GIS-based monitoring to support evidence-driven spatial
planning and urban sprawl management.
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Abstrak

Perkembangan kawasan perkotaan di Kecamatan Unaaha menunjukkan
kecenderungan perluasan permukiman yang berpotensi tidak selaras dengan
arahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Penelitian ini bertujuan
mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RDTR berbasis analisis
spasial Sistem Informasi Geografis (GIS). Metode yang digunakan adalah
deskriptif-kualitatif dengan teknik overlay antara peta RDTR, peta penggunaan
lahan eksisting/base map, serta peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LP2B). Hasil analisis menunjukkan adanya dinamika pertumbuhan
permukiman: pada 2014 luas permukiman mencapai 1.474 ha (37,75%), dan
meningkat pada 2018 menjadi 2.003 ha (39,23%), atau bertambah 529 ha. Overlay
RDTR-LP2B-eksisting mengindikasikan ketidaksesuaian yang dominan pada
zona transisi perkotaan-pertanian, terutama pada bagian tepi kecamatan,
berupa konversi/tekanan penggunaan lahan non-sesuai terhadap fungsi yang
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direncanakan. Studi ini juga menemukan indikasi alih fungsi pada kawasan
pertanian berkelanjutan; pada basis data LP2B tercatat alih fungsi LP2B 10,8 ha
(2%) dan LCP2B 14,3 ha (14,20%), serta pada hasil interpretasi spasial terdapat
area LP2B yang terindikasi beralih fungsi/tertekan mencapai 94,4304 ha.
Temuan ini menegaskan perlunya penguatan pengendalian pemanfaatan
ruang, integrasi perlindungan LP2B dalam implementasi RDTR, serta
pemanfaatan monitoring berbasis GIS sebagai dukungan kebijakan penataan
ruang.

Kata kunci: kesesuaian pemanfaatan ruang, RDTR, GIS, overlay spasial, LP2B,
Kecamatan Unaaha

Pendahuluan

Perkembangan kawasan perkotaan di wilayah sekunder Indonesia mengalami
lonjakan aktivitas yang signifikan, terutama di sektor permukiman dan pelayanan, yang
mendesak perubahan penggunaan ruang yang tidak selalu sesuai dengan rencana tata ruang
yang ada (Asmara & Purbokusumo, 2022; Muhammad Akmal Mubarak & Nia Kurniasari,
2025). Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) disiapkan sebagai instrumen teknis untuk
mengatur pemanfaatan ruang, namun pelaksanaannya sering mengalami tantangan akibat
ketidaksesuaian antara penggunaan ruang yang ada dan arahan zonasi yang ditetapkan
(Dwinugraha, 2016; Ramones, 2025). Kecamatan Unaaha di Kabupaten Konawe sebagai pusat
pemerintahan dan ekonomi mengalami pertumbuhan pesat, yang berisiko menimbulkan
konflik pemanfaatan ruang, terutama di zona transisi perkotaan dan area yang dilindungi
(Siregar et al., 2025; Susanti et al., 2025). Ketidaksesuaian ini tidak hanya melemahkan fungsi
RDTR tetapi juga dapat berdampak buruk terhadap keberlanjutan lingkungan dan efektivitas
pembangunan (Khairina et al.,, 2020; Wirosoedarmo et al.,, 2015). Evaluasi kesesuaian
pemanfaatan ruang dengan pendekatan berbasis data dan bukti spasial sangat diperlukan, di
mana Sistem Informasi Geografis (GIS) menawarkan metode analitis untuk membandingkan
kondisi eksisting dengan arahan RDTR, sehingga memungkinkan identifikasi pola dan
tingkat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang (Cerreta & De Toro, 2012; Fu et al., 2024)

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dengan memperkaya
kajian mengenai evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang serta implementasi Rencana Detail
Tata Ruang (RDTR) melalui pendekatan analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis
(SIG). Metode analisis spasial memungkinkan identifikasi secara akurat mengenai tingkat
kesesuaian dan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, yang pada gilirannya dapat
dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam mempertimbangkan pengawasan dan
pengendalian penggunaan ruang (Jaya Kusuma & Agung Sagung Alit Widyastuty, 2020;
Permatasari Lababa, 2021; Taufik et al, 2023). Selain itu, hasil penelitian diharapkan
bermanfaat dalam pengembangan kebijakan yang berorientasi pada penataan ruang yang
berkelanjutan. Dengan demikian, temuan ini menjadi landasan dalam penyusunan dan
peninjauan kebijakan penataan ruang, yang khususnya berupaya memperkuat penerapan
RDTR dan meningkatkan efektifitas pengendalian perkembangan kawasan perkotaan agar
lebih terarah dan berkelanjutan (Bayuhasta, 2021; Herman et al., 2025; L. Wahyuni, 2019).
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Analisis spasial dianggap krusial dalam menilai kesesuaian penggunaan lahan
dengan rencana yang telah ditentukan, serta menawarkan informasi yang dapat membantu
dalam menangani permasalahan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang sering terjadi
(Hamid, 2023; E. Wahyuni et al., 2023). Penelitian ini juga mencakup aspek lingkungan
dengan menganalisis dampak dari ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, yang sering
dianggap sebagai penyebab utama dalam permasalahan pengendalian ruang dan
pengembangan yang tidak terencana (Dwiantoro et al., 2023; Sari, 2025).

Dengan demikian, pengintegrasian data spasial dalam evaluasi RDTR sangat penting
untuk meminimalkan konflik pengunaan ruang dan mendorong pembangunan yang sejalan
dengan prinsip keberlanjutan (Astuty et al., 2023; 1zat et al., 2021; Widiyantoro & Sutaryono,
2021).

Untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang eksisting terhadap
arahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Unaaha, dilakukan dengan
memanfaatkan analisis spasial berbasis Geographic Information System (GIS). Salah satu
aspek penting dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pola serta sebaran spasial
ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terhadap zonasi RDTR, yang bertujuan untuk
mengetahui area-area paling rentan terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang (Arwani et
al., 2022; Titan Kesuma Endasmoro & Lely Syiddatul Akliyah, 2023). Melalui pendekatan ini,
penelitian diharapkan menyediakan dasar pertimbangan yang berbasis bukti spasial untuk
pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga pelaksanaan RDTR dapat lebih efektif dan
pembangunan wilayah perkotaan berlangsung lebih terarah (Amrin et al.,, 2023; SRI
MULYAWATI et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang diajukan mencakup
evaluasi tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang eksisting terhadap arahan RDTR di
Kecamatan Unaaha, identifikasi kawasan dengan ketidaksesuaian dominan, serta bagaimana
analisis spasial berbasis GIS dapat berperan dalam mendukung evaluasi dan pengendalian
pemanfaatan ruang secara lebih terukur dan berbasis bukti spasial (Permatasari Lababa, 2021;
Ramadhan et al., 2024; Sutaryono & Dewi, 2021). Permasalahan dalam pemanfaatan ruang
sering kali berkaitan dengan pengabaian masyarakat terhadap rencana tata ruang yang ada
dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat, seperti dibahas dalam studi sebelumnya
(Asmara & Purbokusumo, 2022; Haris et al., 2022). Oleh karena itu, dengan meneliti area-area
rawan ketidaksesuaian dan keberadaan kebijakan yang tepat serta penegakan aturan,
penelitian ini menawarkan solusi berbasis data untuk penataan ruang yang lebih baik dan
terencana (Aswad et al., 2023; Hamid, 2023; Suraswat et al., 2023).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang diperkuat dengan
analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk mengevaluasi kesesuaian
pemanfaatan ruang eksisting terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan
Unaaha. Penelitian ini juga mengidentifikasi indikasi tekanan dan alih fungsi pada
LP2B/LCP2B, hal ini dikarenakan wilayah perkotaan Unaaha yang berada di Kecamatan
Unaaha merupakan wilayah perkotaan yang bercirikan pertanian atau kota yang masih
memeliki lahan pertanian yang cukup luas. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi
lapangan (Ground Check) untuk pengambilan titik koordinat sebagai hasil pengamatan gejala
perkembangan permukiman/urban sprawl dan kesesuaiannya dengan arahan rencana, serta
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dokumentasi berupa catatan lapangan. Data sekunder mencakup dokumen penataan ruang
(RTRW, RDTR, serta Perda/Peraturan Zonasi yang melekat pada RDTR WP Kota Unaaha
Tahun 2025, serta data spasial yang terdiri dari peta penggunaan lahan/tutupan lahan , peta
LP2B dan LCP2B (mengacu pada usulan/basis data LP2B tahun 2023 Kab. Konawe), peta
batas administrasi kecamatan dan kelurahan, serta peta dasar pendukung yang digunakan
(termasuk rujukan RBI 2021 pada peta tematik terpadu).

Pengolahan data spasial dilakukan dalam perangkat lunak GIS melalui tahapan:
penyamaan sistem koordinat dan batas wilayah, penyiapan layer peta (clipping pada batas
Kecamatan Unaaha), serta penyeragaman atribut/kelas (reklasifikasi) agar kategori
penggunaan lahan dapat dibandingkan dengan zonasi rencana. Analisis utama dilakukan
dengan teknik overlay antara peta penggunaan lahan eksisting dan peta RDTR untuk
menghasilkan klasifikasi sesuai dan tidak sesuai, kemudian dilanjutkan overlay dengan peta
LP2B/LCP2B untuk mengidentifikasi kawasan pertanian berkelanjutan yang tetap sesuai
atau terindikasi terkonversi/tertekan. Kriteria penilaian ditetapkan secara operasional, yaitu
pemanfaatan ruang dinyatakan sesuai apabila penggunaan lahan eksisting berada pada
zonasi RDTR yang mengalokasikan atau memperbolehkan fungsi tersebut, dan tidak sesuai
apabila berada pada zonasi yang tidak mengalokasikan atau membatasi fungsi tersebut sesuai
ketentuan peraturan zonasi. Output analisis disajikan dalam peta tematik, tabel luasan (ha)
dan persentase, serta uraian deskriptif mengenai pola dan sebaran ketidaksesuaian. Validitas
temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan metode (dokumen-peta-wawancara-
observasi) serta member checking untuk memastikan interpretasi hasil overlay selaras
dengan kondisi faktual dan informasi dari pihak terkait.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Unaaha secara fisik didominasi oleh
bentanglahan dataran dengan topografi relatif datar serta berada pada lingkungan yang
dipengaruhi sistem aliran Sungai Konaweha, dengan elevasi wilayah yang umumnya berada
pada ketinggian rendah (sekitar < 75 mdpl). Kondisi morfologi tersebut memberikan
kemudahan akses dan pengembangan kawasan terbangun, sehingga berpotensi
meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang. Selain faktor fisik, posisi Kecamatan Unaaha
sebagai ibu kota Kabupaten Konawe menjadikannya pusat konsentrasi aktivitas
pemerintahan, ekonomi, dan pelayanan, yang pada akhirnya mendorong peningkatan
kebutuhan ruang dan memperbesar tekanan terhadap pengendalian pemanfaatan ruang
sesuai arahan perencanaan.

Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan luasan permukiman di Kecamatan
Unaaha. Pada tahun 2014, permukiman tercatat seluas +1.474 ha (37,75%) dan meningkat
pada tahun 2018 menjadi #2.003 ha (39,23%), yang merefleksikan ekspansi kawasan
terbangun dalam periode pengamatan. Selain itu, dinamika tutupan lahan memperlihatkan
kecenderungan  berkurangnya  area  bervegetasi ~dan  meningkatnya  area
terbangun/permukiman, sejalan dengan perkembangan aktivitas perkotaan dan kebutuhan
ruang.
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Gambar 1. Peta RDTR dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perencanaan unaaha Tahun

2020-2040

Analisis overlay antara peta RDTR dan peta penggunaan lahan eksisting
menghasilkan informasi spasial mengenai keselarasan pemanfaatan ruang terhadap arahan
zonasi rencana. Hasil overlay mengidentifikasi area yang masih sesuai dengan fungsi ruang
yang dialokasikan atau direncanakan. Konsentrasi aktivitas dan intensitas pembangunan di
wilayah pusat kecamatan—termasuk pada kelurahan Puunaha, Arombu, dan Tumpas—
menunjukkan pentingnya penguatan pengendalian pemanfaatan ruang pada area bertekanan
tinggi. Dengan demikian, overlay RDTR-eksisting berfungsi sebagai dasar evaluasi untuk
menetapkan lokasi prioritas pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Hasil Overlay LP2B/LCP2B dan Penggunaan Lahan Eksisting Berdasarkan Pemantauan
Citra Satelit.

Pemetaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan menunjukkan luasan LP2B
+538,03 ha dan LCP2B #100,71 ha di Kecamatan Unaaha. Overlay LP2B/LCP2B dengan
Penggunaan Lahan eksisting memperlihatkan adanya area yang mengalami tekanan
pemanfaatan ruang, terutama pada bagian yang berdekatan dengan perkembangan
permukiman dan aktivitas non-pertanian. Pola ini mengindikasikan potensi perubahan
fungsi lahan pada zona pertanian yang seharusnya dipertahankan, sehingga diperlukan
penguatan instrumen perlindungan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada area transisi
perkotaan-pertanian.

Tabel 1. Perubahan Peruntukan Ruang di Kecamatan Unaaha

Nama Lua?hlshan Alih Fungsi Lahan (ha) Perubahan

LP2B 538.03 ha 10,8 ha 2%
LCP2B 100.71 ha 14,3 ha 14,20%
TOTAL 638.74 ha 25,1 ha 16%
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Perubahan penggunaan lahan dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Peta Hasil Overlay Perubahan Penggunaan Lahan Pada LP2B Kecamatan unaaha
2023

Warna merah tua (LP2B +108.172 m?) atau sekitar 10.8 Ha, menunjukkan kawasan
LP2B yang telah beralih fungsi menjadi non-pertanian, seperti permukiman, fasilitas
perdagangan, atau infrastruktur. Warna merah muda (LCP2B +143.330 m?) atau Sekitar 14.3
Ha, menunjukkan kawasan LCP2B yang telah terkonversi, umumnya di sekitar pusat kota
atau sepanjang koridor jalan utama. Alih fungsi ini mengindikasikan adanya tekanan
pembangunan, baik dari perkembangan permukiman maupun kegiatan ekonomi, yang
berpotensi mengurangi luas lahan pangan berkelanjutan.

Ketidaksesuaian paling banyak terjadi di zona transisi antara kawasan perkotaan
dengan lahan pertanian, terutama di tepi barat dan timur Kecamatan Unaaha. Pola
penyebaran alih fungsi cenderung linier mengikuti jaringan jalan utama dan sporadis di
sekitar pusat pelayanan kota. Hal ini selaras dengan indikasi urban sprawl, di mana
permukiman meluas ke wilayah pinggiran tanpa pengendalian ketat.

Hasil Overlay Peta RDTR / Peraturan Zonasi dengan LP2B/LCP2B

Upaya memastikan pemanfaatan ruang diwilayah Kecamatan Unaaha dapat
dikendalikan maka dilakukan pengecekan kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR Wilayah Perencanaan Unaaha Tahun 2020). Hasil evaluasi
kesesuaian pemanfaatan ruang menunjukkan bahwa luasan area yang tergolong sesuai
antara arahan rencana (RDTR - LP2B/LCP2B) umumnya berada pada kawasan yang tetap
mempertahankan fungsi rencana, seperti ruang terbuka/kawasan lindung dan sebagian
kawasan pertanian pada arah timur-selatan.
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Sebaliknya, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang lebih banyak terkonsentrasi pada
tepi kawasan perkotaan (utara, timur, dan selatan), yang mencerminkan tekanan
perkembangan kawasan terbangun di wilayah transisi. Kondisi ini dapat dilihat pada peta
hasil overlay pada gambar 3. Overlay RDTR - LP2B.

LCP28B KEC UNAAHA
I LP2B KEC UNAAHA

Gambar 3. Peta overlay antara Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Peta Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B)

Berdasarkan hasi peta Overlay pada gambar 3. bahwa ada ketidaksingkronan antara
penetapan Rencana Zonasi pada RDTR WP Unaaha dan penetapan LP2B/LCP2B khusunya
yang berada di wilayah Kecamatan Unaaha. Rencana Tata Guna Lahan pada RDTR diarahkan
pada kawasan permukiman, ruang terbuka dll. Namun, jika disandingkan dengan Peta
LP2B/LCP2B justru berbanding terbalik dengan tujuan pertanian dan pangan berkelanjutan.
Ketidaksesuaian arahan pemanfaatan lahan antara RDTR dan LP2B/LCP2B berkisar
94,4304 ha. Ketidaksesuaian ini menjadi indikasi perubahan fungsi pada kawasan LP2B
menjadi permukiman atau kegiatan non-pertanian.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan Peninjauan Kembali (PK) peraturan
penetapan pemanfaatan lahan pada dokumen LP2B/LCP2B Kab. Konawe Khususnya dalam
konteks ini di Kecamatan Unaaha. Dokumen LP2B/LCP2B yang kemudian menjadi
Peraturan Daerah nantinya menjadi acuan penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan
mitigasi konversi lahan pertanian berkelanjutan dimasa mendatang.

Pembahasan

Berdasarkan hasil overlay peta menggunakan GIS (ArcGIS 10.8), ketidaksesuaian
pemanfaatan ruang di Perkotaan Unaaha tidak muncul secara acak, tetapi cenderung
terkonsentrasi pada kawasan pinggiran yang berfungsi sebagai zona transisi perkotaan-
pertanian. Pola ini menguatkan kebutuhan evaluasi berbasis bukti spasial karena GIS
memungkinkan pembandingan langsung antara kondisi eksisting dengan arahan RDTR
untuk menangkap pola dan tingkat ketidaksesuaian secara lebih terukur, bukan hanya
deskriptif (Fu et al., 2024; Hamid, 2023; L. Wahyuni, 2019).
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Pola pengelompokan ketidaksesuaian tersebut konsisten dengan gejala urban sprawl,
di mana ekspansi permukiman bergerak ke luar akibat meningkatnya kepadatan dan nilai
lahan di pusat aktivitas serta mengikuti koridor aksesibilitas dan ketersediaan lahan di area
tepi. Temuan ini sejalan dengan studi kesesuaian pemanfaatan ruang di wilayah lain yang
menunjukkan bahwa koridor jalan dan kawasan pinggiran sering menjadi titik rawan
penyimpangan rencana karena dorongan aksesibilitas dan pertumbuhan fungsi terbangun
(Muhammad Akmal Mubarak & Nia Kurniasari, 2025; Titan Kesuma Endasmoro & Lely
Syiddatul Akliyah, 2023). Pada saat yang sama, kondisi Kecamatan Unaaha juga
mengonfirmasi bahwa pelaksanaan RDTR sebagai instrumen teknis masih kerap menghadapi
tantangan implementasi akibat ketidaksesuaian antara kondisi eksisting dan arahan zonasi
(Dwinugraha, 2016; Ramones, 2025).

Dalam konteks tersebut, LP2B menjadi titik kritis karena tekanan dan indikasi
konversi pada lahan pertanian berkelanjutan berpotensi menurunkan fungsi lahan pangan
produktif dan memicu konflik pemanfaatan ruang. Pemetaan LP2B/LCP2B menunjukkan
bahwa tekanan pemanfaatan ruang terutama muncul pada bagian yang berdekatan dengan
perkembangan permukiman dan aktivitas non-pertanian, sehingga zona transisi menjadi area
paling rentan terhadap pergeseran fungsi (Asmara & Purbokusumo, 2022). Kondisi ini juga
selaras dengan argumen bahwa ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dapat berdampak pada
keberlanjutan lingkungan dan efektivitas pembangunan apabila pengendalian ruang tidak
berjalan kuat (Khairina et al., 2020; Wirosoedarmo et al., 2015).

Faktor pendorong urban sprawl yang teridentifikasi—mulai dari pertumbuhan
penduduk dan urbanisasi, perkembangan permukiman yang tidak terpadu, lemahnya
pengawasan dan Kkonsistensi perizinan/zoning, peningkatan aksesibilitas, hingga
ketidaksinkronan dokumen perencanaan. Analisis ini mendukung literatur yang
menekankan urgensi pengendalian untuk penataan ruang berkualitas, sekaligus menguatkan
temuan bahwa ketidaksesuaian sering berkaitan dengan lemahnya
pengawasan/pengendalian pemanfaatan ruang dan dapat memicu pengembangan yang
tidak terencana (Dwiantoro et al., 2023; Sari, 2025; Suraswat et al., 2023; E. Wahyuni et al.,
2023). Lemahnya sistem perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak
terintegrasi satu sama lain ini disebabkan karena tidak ada sistem data spasial yang bersifat
terbuka dan teritegritas, dokumen perencanaan masih menjadi ego sektoral instansi terterkait.
Hal ini teridentifikasi adanya perbedaan arahan pemanfaatan lahan antara RDTR Unaaha
dengan Dokumen LP2B/LCP2B Kab. Konawe.

Berdasarkan temuan tersebut, implikasi kebijakan mengarah pada penguatan
implementasi RDTR sebagai instrumen operasional melalui monitoring rutin berbasis GIS
(pemutakhiran data spasial) dan peninjauan kembali Dokumen LP2B/LCP2B Khususnya di
Kecamatan Unaaha agar pengendalian pada zona transisi serta kawasan LP2B dapat
dilakukan. Rekomendasi ini sejalan dengan studi-studi evaluasi kesesuaian yang
menekankan bahwa analisis spasial dapat menjadi dasar pertimbangan pengawasan dan
pengendalian oleh pemerintah daerah, serta membantu meminimalkan konflik penggunaan
ruang dan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan (Arwani et al., 2022; Astuty et
al., 2023; Izat et al., 2021; Jaya Kusuma & Agung Sagung Alit Widyastuty, 2020; Permatasari
Lababa, 2021; Widiyantoro & Sutaryono, 2021). Dengan demikian, kebaruan pembahasan
penelitian ini tampak pada penegasan bahwa evaluasi RDTR tidak cukup berhenti pada “peta
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kesesuaian”, tetapi perlu mengunci area sensitif (LP2B) sebagai prioritas pengendalian
berbasis bukti spasial agar gejala sprawl dan tekanan konversi dapat ditangani lebih dini.

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa tujuan evaluasi kesesuaian
pemanfaatan ruang terhadap RDTR di Kecamatan Unaaha tercapai melalui pembuktian
bahwa implementasi arahan zonasi belum sepenuhnya bekerja sebagai instrumen
pengendalian ruang yang efektif. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terbukti memiliki pola
spasial yang jelas —terkonsentrasi di kawasan pinggiran sebagai zona transisi perkotaan-
pertanian dan mengikuti koridor aksesibilitas—sehingga memperlihatkan gejala urban
sprawl sebagai mekanisme utama yang mendorong penyimpangan pemanfaatan ruang dari
rencana. Dalam kerangka tujuan perlindungan lahan pertanian, penelitian ini menyintesis
bahwa LP2B/LCP2B berada pada posisi paling rentan karena tekanan perkembangan
kawasan terbangun tidak hanya mengancam fungsi lahan pangan produktif, tetapi juga
berpotensi memunculkan konflik pemanfaatan ruang dan melemahkan konsistensi
pengendalian. Melalui integrasi overlay RDTR-eksisting dengan LP2B/LCP2B, penelitian ini
juga menegaskan kebaruan penting: deteksi tekanan spasial pada lahan pertanian
berkelanjutan dapat muncul lebih luas dibandingkan indikasi perubahan yang tercatat secara
administratif, sehingga monitoring rutin berbasis GIS menjadi prasyarat untuk pengendalian
yang lebih dini, terukur, dan berbasis bukti, sekaligus memperkuat integrasi kebijakan
perumahan-transportasi-tata ruang agar pertumbuhan kawasan terbangun tetap terkendali
dan selaras dengan prinsip keberlanjutan.
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